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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan 

Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dengan menyoroti kesenjangan antara kepastian 

hukum yang diharapkan dan realitas praktik di lapangan. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis normatif-empiris. Data diperoleh 

melalui studi literatur, analisis regulasi, serta observasi terhadap praktik perlindungan data 

pada sektor publik dan swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP 

telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi 

berbagai tantangan seperti rendahnya kesiapan institusi, minimnya literasi perlindungan 

data, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan. Selain itu, terdapat inkonsistensi 

dalam penerapan prinsip perlindungan data oleh pelaku usaha digital. Penelitian ini 

menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran publik, serta 

harmonisasi regulasi untuk memastikan efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia. 

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Kepastian Hukum, Implementasi Kebijakan, 

Keamanan Data 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyse the implementation of the Personal Data Protection Law (PDP 

Law) in Indonesia by highlighting the gap between the expected legal certainty and the 

realities of its practical enforcement. The research adopts a qualitative approach with a 

normative-empirical analysis. Data were collected through literature review, regulatory 

analysis, and observation of data protection practices in both public and private sectors. 

The findings indicate that although the PDP Law provides a strong legal foundation, its 

implementation still faces several challenges, including limited institutional readiness, low 

levels of data protection literacy, and suboptimal supervisory mechanisms. Furthermore, 

inconsistencies are observed in the application of data protection principles among digital 

business actors. This study emphasises the importance of strengthening institutional 

frameworks, enhancing public awareness, and harmonising regulations to ensure the 

effective protection of personal data in Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital di Indonesia dalam satu dekade terakhir 

telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, 

pemerintahan, dan layanan publik (Reis & Melão, 2023)(Arancibia et al. 2024). 

Digitalisasi yang masif ini menyebabkan meningkatnya pengumpulan, pemrosesan, 

dan distribusi data pribadi dalam skala besar (Popa et al., 2024)(Perano et al., 2023). 

Di satu sisi, fenomena ini memberikan efisiensi dan kemudahan dalam berbagai 

aktivitas, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan 

kebocoran data yang semakin kompleks (Paul et al., 2023)(Pool et al., 2025). 

Kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa 

tahun terakhir menunjukkan bahwa perlindungan data masih menjadi isu krusial 

(Panggabean, et al 2025)(Fadliansyah et al., 2025). Berbagai insiden kebocoran 

data pada institusi publik maupun perusahaan digital mengindikasikan lemahnya 

sistem pengamanan data serta belum optimalnya tata kelola informasi (Bahtiar 

2022)(Budiandru & Hidayat, 2025). Kondisi ini tidak hanya merugikan individu 

sebagai pemilik data, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik 

terhadap sistem digital (Buckley, et al 2024)(Arief and Purwanto 2025). 

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah 

mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai 

payung hukum utama dalam mengatur pengelolaan data pribadi (Baidawi and 

Anastasya, 2025). Kehadiran UU PDP diharapkan dapat memberikan kepastian 

hukum serta menjamin perlindungan hak privasi individu di era digital (Rozi, 

2025)(Rahmah & Ridha, 2025). Secara normatif, regulasi ini telah mengadopsi 

prinsip-prinsip perlindungan data yang diakui secara global, seperti transparansi, 

akuntabilitas, dan keamanan data (Silalahi, et al 2025)(Alfi, et al 2026). 

Namun demikian, keberadaan regulasi tidak secara otomatis menjamin 

efektivitas implementasi di lapangan (Cordeiro, et al 2026)(Negara et al., 2025). 

Tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan institusi dalam menerapkan 

prinsip-prinsip perlindungan data, baik dari sisi sumber daya manusia maupun 

infrastruktur teknologi (Abdelwanis et al., 2026)(Pendidikan et al., 2026). Banyak 

organisasi, khususnya di sektor publik, masih berada pada tahap awal dalam 
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mengadopsi kebijakan perlindungan data secara sistematis Begany(Begany and 

Garcia 2024)(Aarab et al., 2025). 

Selain faktor institusional, rendahnya literasi masyarakat terkait 

perlindungan data pribadi juga menjadi hambatan signifikan (Nguyen et al., 

2024)(Chawki, 2026). Sebagian besar masyarakat belum memahami hak-hak 

mereka sebagai subjek data, sehingga cenderung tidak memiliki kontrol terhadap 

penggunaan data pribadi (Balboni & Francis, 2025)(Buckley et al., 2024). Kondisi 

ini memperlemah posisi individu dalam menghadapi potensi penyalahgunaan data 

oleh pihak lain. Lebih lanjut, aspek kelembagaan dan penegakan hukum juga 

menjadi isu penting dalam implementasi UU PDP (Abdullah, et al 

2025)(Goenawan & Rionatadiraja, 2026). Belum optimalnya peran lembaga 

pengawas serta lemahnya mekanisme sanksi menyebabkan regulasi belum 

memiliki daya paksa yang kuat (Ndone et al., 2026)(Andayani et al., 2026). Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum yang diatur dalam 

regulasi dengan realitas praktik di lapangan (Bouwmeester et al., 2023)(Mrani et 

al., 2025). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di 

Indonesia dengan menyoroti kesenjangan antara kepastian hukum dan realitas 

praktik (Silalahi et al., 2025)(Laelaturramadani, 2025). Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi implementasi 

kebijakan, serta kontribusi praktis bagi perumusan strategi penguatan perlindungan 

data di Indonesia. 

Penelitian mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia selama ini lebih 

banyak berfokus pada aspek normatif, yaitu analisis terhadap substansi regulasi dan 

kesesuaiannya dengan standar internasional seperti GDPR. Studi-studi tersebut 

cenderung menekankan bahwa UU PDP telah memenuhi prinsip-prinsip dasar 

perlindungan data, seperti consent, purpose limitation, dan data security (Hukom, 

et al 2025)(Rahmadani, et al 2025). Namun, pendekatan tersebut masih terbatas 

dalam melihat implementasi nyata di lapangan. 

Di sisi lain, penelitian empiris terkait implementasi UU PDP masih relatif 

terbatas, terutama yang mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan praktik 

aktual di sektor publik maupun swasta (Komalasari & Wiraguna, 

2025)(Laelaturramadani, 2025). Banyak studi belum secara komprehensif 

mengkaji bagaimana organisasi mengadopsi regulasi tersebut dalam sistem 
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operasional mereka, termasuk tantangan teknis dan budaya organisasi yang 

dihadapi. 

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan dengan 

mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris untuk mengkaji implementasi 

UU PDP secara lebih komprehensif. Fokus utama penelitian ini adalah pada 

kesenjangan antara kepastian hukum yang dibangun melalui regulasi dan realitas 

praktik di lapangan, sehingga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam 

penguatan kebijakan perlindungan data di Indonesia. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-

empiris (Wiraguna, 2024)(Sumarna & Kadriah, 2023). Pendekatan normatif 

digunakan untuk menganalisis substansi Undang-Undang Perlindungan Data 

Pribadi, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi 

regulasi tersebut dalam praktik. 

Data penelitian ini diperoleh dari data primer (wawancara dan observasi) 

dan data sekunder (Undang-Undang PDP; Peraturan turunan; Artikel jurnal, 

laporan kebijakan, dan dokumen resmi, sementara teknik pengumpulan data dari 

studi dokumentasi, wawancara mendalam (in-dept interview), observasi non-

partisipatif.  Data dianalisis menggunakan analisis tematik (thematic 

analysis) melalui tahapan: Reduksi data; Kategorisasi tema; Interpretasi makna; 

Penarikan kesimpulan. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber dan 

metode untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Tabel 1. Hasil Koding dan Temuan Utama 

No Tema Utama Sub-Tema Temuan Lapangan Implikasi 

1 Kepastian 

Hukum 

Regulasi 

formal 

UU PDP telah 

komprehensif dan 

mengacu standar global 

(Riset et al., 2026) 

Memberikan 

dasar legal 

yang kuat 

  
Harmonisasi 

regulasi 

Terdapat tumpang 

tindih dengan regulasi 

sektoral (Akbar & 

Baharudin, 2026) 

Potensi konflik 

kebijakan 
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2 Implementasi 

Organisasi 

Kesiapan 

SDM 

SDM belum memahami 

prinsip data protection 

(Rahmawati et al. 2023) 

Implementasi 

tidak optimal 

  
Infrastruktur Sistem keamanan data 

masih lemah 

(Laelaturramadani, 

2025) 

Risiko 

kebocoran data 

tinggi 

3 Kepatuhan 

Sektor Swasta 

Compliance 

formal 

Perusahaan fokus pada 

dokumen legal  

Perlindungan 

substantif 

belum 

maksimal   
Manajemen 

risiko 

Belum ada risk-

(Rahmawati et al. 2023) 

Respons 

reaktif, bukan 

preventif 

4 Literasi 

Masyarakat 

Kesadaran 

publik 

Masyarakat belum 

memahami (Rahmadani 

et al., 2025) 

Posisi tawar 

lemah 

  
Edukasi 

digital 

Minim program edukasi 

(Sitanggang et al., 

2025) 

Perlindungan 

tidak 

partisipatif 

5 Pengawasan Lembaga 

pengawas 

Belum independen dan 

kuat (Riset et al., 2026) 

Penegakan 

hukum lemah   
Sanksi 

hukum 

Sanksi belum 

memberikan efek jera 

(Silalahi et al., 2025) 

Kepatuhan 

rendah 

 

Tabel 2. Matriks Gap Implementasi UU PDP 

Aspek Ideal (Normatif) Realitas (Empiris) Gap 

Regulasi Komprehensif & 

harmonis 

Fragmentasi 

regulasi 

Tinggi 

Kelembagaan Pengawas independen Otoritas belum 

optimal 

Tinggi 

SDM Kompeten & 

tersertifikasi 

Minim kompetensi Tinggi 
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Teknologi Sistem keamanan 

tinggi 

Infrastruktur 

terbatas 

Sedang 

Masyarakat Sadar hak privasi Literasi rendah Tinggi 

 

Tabel 3. Framework Analisis Penelitian 

Dimensi Indikator Parameter Analisis 

Komunikasi Sosialisasi UU 

PDP 

Tingkat pemahaman 

stakeholder 

Sumber Daya SDM & teknologi Kompetensi & kesiapan 

sistem 

Disposisi Komitmen 

organisasi 

Tingkat kepatuhan 

Struktur Lembaga pengawas Efektivitas pengawasan 

Prinsip Data Transparansi Keterbukaan penggunaan 

data  
Keamanan data Sistem perlindungan  
Hak subjek data Akses, koreksi, 

penghapusan 

 

PEMBAHASAN  

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah membawa perubahan 

signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan data 

pribadi (Permana & Fadillah, 2026). Aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan 

semakin bergantung pada pemrosesan data digital, yang pada saat yang sama 

meningkatkan risiko pelanggaran privasi (Wang, et al 2021). 

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah 

strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data individu 

(Lustarini, 2022). Regulasi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan 

perlindungan hukum di era digital yang semakin kompleks (Kemkomdigi, 2026). 

Namun demikian, implementasi UU PDP tidak terlepas dari berbagai 

tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur dan sumber 

daya manusia dalam mengelola data secara aman dan bertanggung jawab (Wibowo 

& Ismiyanto, 2025). Hal ini terutama terlihat pada sektor publik yang masih 

menghadapi keterbatasan. 
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Selain itu, sektor swasta juga menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap 

regulasi dan efisiensi operasional (Mas’adi 2025). Banyak perusahaan masih 

melihat perlindungan data sebagai beban tambahan, bukan sebagai bagian dari tata 

kelola yang baik. 

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan 

praktik di lapangan. Regulasi yang baik tidak serta-merta menjamin implementasi 

yang efektif tanpa dukungan sistem yang memadai (Meutia, et al 2026). Oleh 

karena itu, penting untuk mengkaji implementasi UU PDP secara komprehensif 

dengan mempertimbangkan aspek hukum, kelembagaan, dan sosial (Mahameru et 

al., 2023). Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk 

meningkatkan efektivitas perlindungan data di Indonesia (Azizi, et al 2021). 

SIMPULAN 

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia 

menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum yang diatur dalam 

regulasi dan realitas praktik di lapangan. Meskipun secara normatif UU PDP telah 

memenuhi standar internasional, implementasinya masih menghadapi berbagai 

kendala struktural dan kultural. 

Kesiapan institusi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi. 

Tanpa dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, regulasi 

tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan 

holistik dalam implementasi kebijakan. 

Selain itu, rendahnya literasi masyarakat terkait perlindungan data 

memperlemah efektivitas regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi 

publik secara masif untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak privasi. 

Dari sisi kelembagaan, pembentukan otoritas pengawas yang independen 

dan kuat menjadi kebutuhan mendesak. Pengawasan yang efektif akan 

meningkatkan kepatuhan dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Secara 

keseluruhan, keberhasilan implementasi UU PDP tidak hanya bergantung pada 

kualitas regulasi, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat. Penguatan koordinasi dan komitmen bersama menjadi kunci dalam 

mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif di Indonesia. 
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